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Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi yang 

objektif, terencana, terbuka, dan akuntabel guna 

memperkuat dan mengakselarasi penerapan sistem merit 

dan sistem manajemen talenta, diperlukan Aparatur Sipil 

Negara terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja yang optimal untuk mengisi jabatan yang 

berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, 

misi, dan strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen 

Talenta Aparatur Sipil Negara, Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan selaku Pejabat Pembina 

Kepegawaian pada Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan wajib menyelenggarakan manajemen talenta 

Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

 

Mengingat : 1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 209); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR 

SIPIL NEGARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

4. Talenta adalah pegawai ASN yang memenuhi syarat 

tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana 

suksesi. 

5. Manajemen Talenta Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yang selanjutnya disebut Manajemen Talenta 

Kementerian adalah sistem manajemen karier ASN 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

diselenggarakan dengan meliputi tahapan akuisisi 

Talenta, pengembangan Talenta, retensi Talenta, 

penempatan Talenta, dan pemantauan dan evaluasi yang 

diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Target 

berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi 

melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara 

efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

6. Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggi dan 

jabatan administrasi setingkat lebih tinggi yang 
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sedang/akan lowong atau jabatan kritikal yang akan 

diisi oleh Talenta. 

7. Jabatan Kritikal adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan 

administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan 

dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas 

pembangunan nasional. 

8. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk melakukan uji kelayakan 

dan kepatutan Talenta. 

9. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan 

pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas 

usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

dalam jabatan, pengembangan Kompetensi serta 

pemberian penghargaan bagi PNS. 

10. Penilaian Akhir Talenta adalah tahapan pengukuran 

kesiapan talenta untuk ditempatkan pada jabatan target. 

11. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui 

pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan 

Target. 

12. Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok Talenta 

yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 

(tujuh) yang disiapkan untuk menduduki Jabatan Target 

di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

13. Suksesor adalah Talenta yang dicalonkan menjadi 

pengganti pejabat yang menduduki Jabatan Target saat 

ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat 

jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan. 

14. Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan 

terpendam (underlying capabilities) yang memungkinkan 

Talenta untuk mengembangkan dan menerapkan 

Kompetensi yang diperlukan dalam jabatan target yang 

diperkirakan dapat diperankan melalui assessment 

center, Uji Kompetensi, rekam jejak jabatan, dan 

pertimbangan lain sesuai ketentuan. 
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15. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan 

keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh 

setiap pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas 

secara efektif. 

16. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis 

maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang 

relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau 

belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau 

kualifikasi tertentu. 

17. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN 

pada organisasi/unit. 

18. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang 

merupakan penggabungan nilai sasaran kinerja pegawai 

dan nilai perilaku kerja sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

19. ASN Corporate University adalah entitas kegiatan 

pengembangan Kompetensi ASN yang berperan sebagai 

sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu 

strategis melalui proses pembelajaran tematik dan 

terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah 

terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi 

pemerintah. 

20. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan Kompetensi 

yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator 

melalui jalur percepatan peningkatan jabatan. 

21. Rotasi Jabatan adalah pemindahan Talenta secara 

sistematik dari satu jabatan ke jabatan lain. 

22. Perluasan Jabatan adalah peningkatan kinerja Talenta 

melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup 

jabatan yang sama. 

23. Pengayaan Jabatan adalah peningkatan motivasi Talenta 

melalui pengayaan peran dan tanggung jawab, serta 

pengakuan dan penghargaan dalam jabatan. 

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan.  
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